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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Judex Factie 
mengabaikan keterangan ahli tidak menjatuhkan pidana penjara perkara tindak 
pidana dibidang perikanan serta pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan 
pengajuan kasasi oleh penuntut umum dan kesesuaian dalam menjatuhkan 
hukuman. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat 
preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus. 
Jenis bahan hukum penelitian adalah bahan hukum sekunder dengan bahan hukum 
primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum berupa 
studi kepustakaan dan teknik analisis bahan hukum yang digunakan bersifat 
deduksi dengan metode silogisme. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 
penerapan hukum yang tidak sebagaimana mestinya dan diabaikannya hukum 
pembuktian oleh Pengadilan Tinggi yaitu pengabaian alat bukti keterangan ahli 
yang terungkap di persidangan sebagai alasan Kasasi Penuntut Umum telah sesuai 
dengan Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP jo Pasal 102 jo Pasal 5 ayat (1) huruf b 
Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah ditambah dan 
diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan 
pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan Kasasi dan 
menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa pelaku dibidang Perikanan telah 
sesuai Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Putusan 
Pengadilan Tinggi telah dibatalkan dan mengadili sendiri dengan menyatakan 
bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana dibidang Perikanan. Mahkamah Agung memutuskan untuk 
mengabulkan permohonan Kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan 
Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 150/Pid/2014/PT.BNA. dengan 
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 
selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 
(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti 
dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. 
 
Kata Kunci : Kasasi, Judex Factie, Pengabaian Alat Bukti, Perikanan.  
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ABSTRACT 
The objective of this research is to know the judge's consideration to ignore expert 
information not to impose criminal punishment of criminal case in fishery field 
and consideration of the Supreme Court to grant appeal by public prosecutor and 
conformity in sentencing. This research is a normative legal research that is 
prescriptive and applied. The research approach uses a statutory approach and a 
case approach. The type of research legal materials is secondary data with 
primary law material and secondary law material. Technique of collecting legal 
materials in the form of literature study and legal materials analysis technique 
used is deduction with syllogistic method. The results of this study indicate that 
the implementation of the law that is not as it should be and the negligence of the 
law of evidence by the High Court is the neglect of evidence of expert information 
revealed in the hearing as the reason of the Cassation of the Public Prosecutor 
has been in accordance with Article 184 paragraph (1) letter b KUHAP jo Article 
102 jo Article 5 Paragraph (1) Sub-Paragraph b of Law Number 31 Year 2004 as 
already amended by Law Number 45 Year 2009 concerning Fisheries and 
Supreme Court's consideration in granting the Cassation Appeal and imposing a 
penalty on the Defendants in the field of Fishery has in accordance with Article 
51 Paragraph (2) of Law Number 14 Year 1985 regarding the Supreme Court as 
amended by Law Number 5 Year 2004 and the second amendment of Law Number 
3 Year 2009, the High Court Decision has been canceled and self-declared by 
stating that The Defendants are legally and convincingly proven guilty of 
committing acts funds in the field of Fisheries. The Supreme Court decided to 
grant the petition for Appeal from the public prosecutor and cancel the verdict of 
the High Court of Banda Aceh the number 150/Pid/2014/PT. BNA. by dropping 
the criminal against the defendant therefore with imprisonment for 2 (two) years 
and 6 (six) months and a fine of Rp 1,000,000,000 (one billion rupiah) and 
provisions in the fine is not paid, then replaced by criminal confinement During 3 
(three) months. 
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MOTTO 
 
 “Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara 
kamu.” 
(1 Petrus 5:7) 
 
“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan 
kepadaku.” 
(Filipi 4:13) 
 
 “Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah 
dalam doa!” 
(Roma 12:12) 
 
  
 
 
viii 
 
PERSEMBAHAN 
Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, penulis mempersembahkan 
penulisan hukum (skripsi) ini kepada:  
1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu melimpahkan berkat dan tuntunannya di 
setiap langkah penulis dalam menjalin kehidupan. 
2. Orang Tua dan seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan kasih 
sayang, doa, dan dukungan semangat kepada penulis. 
3. Sahabat-sahabat penulis yang senantiasa memberikan waktu, semangat dan 
motivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. 
4. Teman-teman penulis yang senantiasa mendoakan dan memberikan 
semangat. 
5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ix 
 
KATA PENGANTAR 
 
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME, Tuhan Semesta Alam. 
Atas limpahan karunia, berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul ANALISIS KESALAHAN 
JUDEX FACTIE MENGABAIKAN KETERANGAN AHLI TIDAK 
MENJATUHKAN PIDANA PENJARA TERHADAP WARGA NEGARA 
ASING PELAKU TINDAK PIDANA DIBIDANG PERIKANAN (Studi 
Putusan Mahkamah Agung Nomor : 491 K/Pid.Sus/2015). Argumentasi 
terhadap alasan pengajuan upaya hukum Kasasi oleh Penuntut Umum serta 
pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut dikaitkan dengan Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 
tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2009 dan Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah 
ditambah dan diubah dengan Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang 
Perikanan. 
Penulisan hukum ini disusun dengan tujuan sebagai salah satu syarat untuk 
mendapatkan gelah Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Penulisan Hukum ini membahasa tentang diabaikannya keterangan ahli 
dan fakta hukum dalam persidangan mengakibatkan terdakwa bebas dari 
pemidanaan penjara Tindak Pidana dibidang Perikanan serta pertimbangan Hakim 
Mahkamah Agung dalam memutus kasus Tindak Pidana dibidang Perikanan 
tersebut. Oleh karena itu, dengan ikhlas dan tulus penulis menyampaikan ucapan 
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Ravik Karsidi, M.S., selaku Rektor 
Universitas Sebelas Maret yang mendukung penulisan hukum ini. 
2. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ijin dan 
kesempatan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. 
 
 
x 
 
3. Bapak Dr. Soehartono, S.H., M.Hum., selaku Kepala Bagian Hukum 
Acara yang memberikan bantuan dan ijin dalam menyelesaikan 
penulisan hukum ini. 
4. Bapak Kristiyadi, S.H.,M.Hum. selaku pembimbing penulisan hukum 
yang telah memberikan waktu dan ide, juga memberikan arahan serta 
motivasi dalam penyusunan skripsi. 
5. Ibu Rofikah, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik yang selalu 
memberikan arahan dan dukungan selama ini. 
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan 
ilmu pengetahuannya kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal 
dalam penulisan hukum ini. 
7. Bapak dan Ibu staf karyawan kampus Fakultas Hukum UNS yang 
telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses 
belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum 
UNS. 
8. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat 
disebutkan satu persatu. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih terdapat 
banyak kekurangan. Oleh karena hal tersebut penulis memohon kritik dan saran 
yang membangun guna perbaikan agar penulisan hukum ini menjadi lebih baik. 
Akhir kata, penulis berharap bahwa hasil karya Penulisan Hukum ini dapat 
berguna dan bermanfaat serta memberikan kontribusi yang positif pada pihak-
pihak yang berkepentingan. 
 
Surakarta, 23 Juli 2018 
Penulis   
 
 
 
Avarakha Denny Prasetya 
 NIM. E0014055  
 
 
xi 
 
DAFTAR ISI 
 
HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i 
HALAMAN PERSETJUAN PEMBIMBING ............................................. ii 
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ..................................................... iii 
PERNYATAAN .............................................................................................. iv 
ABSTRAK ...................................................................................................... v 
ABSTRACT ..................................................................................................... vi 
MOTTO .......................................................................................................... vii 
HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................... viii 
KATA PENGANTAR .................................................................................... ix 
DAFTAR ISI ................................................................................................... xi 
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1 
A. Latar Belakang Masalah ................................................................... 1 
B. Rumusan Masalah .............................................................................. 5 
C. Tujuan Penelitian ............................................................................... 6 
D. Manfaat Penelitian ............................................................................. 7 
E. Metode Penelitian ............................................................................... 7 
F. Sistematika Penulisan Hukum .......................................................... 11 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................................... 13 
A. Kerangka Teori .................................................................................. 13 
1. Tinjauan tentang Upaya Hukum Kasasi ................................... 13 
a. Pengertian Kasasi ................................................................. 13 
b. Tujuan Kasasi ....................................................................... 13 
c. Alasan Pengajuan Kasasi .................................................... 14 
2. Tinjauan tentang Judex Facti dan Judex Juris ........................ 15 
a. Pengadilan Negeri ................................................................ 15 
b. Pengadilan Tinggi ................................................................ 16 
3. Tinjauan tentang Alat Bukti ...................................................... 17 
a. Pengertian Alat Bukti .......................................................... 17 
b. Kegunaan Alat Bukti ........................................................... 17 
 
 
xii 
 
c. Jenis Alat Bukti dalam KUHAP ......................................... 17 
d. Nilai Kekuatan Pembuktian terhadap Alat Bukti ............ 17 
4. Tinjauan tentang Alat Bukti Keterangan Ahli ......................... 20 
a. Pengertian Keterangan Ahli................................................ 20 
b. Peran Keterangan Ahli ........................................................ 21 
5. Tinjauan tentang Tindak Pidana Perikanan ............................ 22 
a. Pengertian Tindak Pidana Perikanan ................................ 22 
b. Klasifikasi Tindak Pidana Perikanan ................................ 25 
B. Kerangka Pemikiran .......................................................................... 26 
1. Kerangka Pemikiran. ............................................................. 26 
2. Keterangan. ............................................................................ 27 
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................. 28 
A. Hasil Penelitian ................................................................................... 28 
1. Identitas Terdakwa ..................................................................... 28 
2. Uraian Singkat Peristiwa ............................................................ 28 
3. Dakwaan Penuntut Umum ......................................................... 29 
4. Tuntutan Penuntut Umum ......................................................... 32 
5. Amar Putusan Pengadilan .......................................................... 34 
6. Alasan Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum ...................... 39 
7. Pertimbangan Hakim Agung ..................................................... 42 
B. Pembahasan. ....................................................................................... 43 
1. Kesesuaian Alasan Kasasi Mengabaikan Keterangan Ahli tidak 
menjatuhkan pidana penjara terhadap Warga Negara Asing 
(WNA) dalam Tindak Pidana dibidang Perikanan dengan Pasal 
184 ayat (1) huruf b KUHAP jo Pasal 102 jo Pasal 5 ayat (1) huruf 
b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah 
ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 
Tahun 2009 tentang Perikanan .................................................. 43 
2. Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung Mengabulkan 
Permohonan Kasasi dan Menyatakan Terdakwa Bersalah dan 
Menjatuhkan Pidana Komulatif dibidang Perikanan dengan Pasal 
 
 
xiii 
 
51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009 .................................................... 51 
BAB IV PENUTUP. ....................................................................................... 55 
A. Simpulan ............................................................................................. 55 
B. Saran ................................................................................................... 56 
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 57 
 
  
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara yang memiliki bentangan garis pantai dengan 
panjang 81.000 KM, sehingga menjadikan laut Indonesia dan wilayah pesisir 
Indonesia memiliki kandungan kekayaan dan sumber daya alam hayati laut yang 
sangat berlimpah, seperti ikan, terumbu karang, hutan mangrove dan sebagainya 
(Supriadi dan Alimudin, 2011:02). 
Sektor perikanan yang memiliki potensi yang cukup kaya tersebut 
mengundang banyak nelayan asing maupun lokal melakukan kegiatan 
pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan Indonesia (Marlina dan Faisal, 
2013:02). 
Perikanan di Indonesia adalah salah satu sumber daya alam yang 
merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dikelola sedemikian 
rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat (3) disebutkan, 
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar - besarnya 
kemakmuran rakyat”. 
Pemanfaatan sumber daya ikan harus dapat dilakukan secara terus-
menerus bagi kemakmuran rakyat, sejalan dengan itu sudah semestinya bila 
pengelola dan pemanfaatannya diatur secara mantap sehingga mampu menjamin 
arah dan kelangsungan serta kelestarian pemanfaatannya dapat berlangsung sesuai 
dengan tujuan pembangunan nasional. Apabila pemanfaatannya dilakukan secara 
bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya ikan yang ada 
misalnya dengan menggunakan alat yang dapat merusak sumber daya ikan dan 
lingkungannya yang tentu akanberakibat terjadinya kepunahan. Namun, fakta di 
lapangan, dalam pemanfaatan hasil laut banyak terjadi penyimpangan 
penyimpangan yang dilakukan oleh oknum–oknum atau pihak–pihak tertentu 
demi keuntungan dan kepentingan pribadi masing-masing yang menyebabkan 
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banyaknya kerugian di bidang Perikanan yang merupakan salah satu sumber 
kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. 
Proses pemanfaatan sumber daya perikanan di Indonesia khususnya untuk 
ikan-ikan karang saat ini banyak yang tidak sesuai dengan Code of Conduct for 
Responsible Fisheries (CCRF). Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya 
kebutuhan dan permintaan pasar untuk ikan-ikan karang serta persaingan yang 
semakin meningkat. Keadaan tersebut menyebabkan nelayan melakukan kegiatan 
eksploitasi terhadap ikan-ikan karang secara besar-besaran dengan menggunakan 
berbagai cara yang tidak sesuai dengan kode etik perikanan yang bertanggung 
jawab. Cara yang umumnya digunakan oleh nelayan adalah melakukan Tindak 
Pidana Perikanan yang meliputi pemboman, pembiusan, dan penggunaan alat 
tangkap trawl. Semua cara yang dilakukan oleh nelayan ini semata-mata hanya 
menguntungkan untuk nelayan dan memberikan dampak kerusakan bagi 
ekosistem perairan khususnya terumbu karang. 
Terkait dengan permasalahan Perikanan, upaya suatu negara yang 
mengalami kerugian juga merupakan hal yang patut diperhitungkan. Upaya yang 
diambil suatu negara dalam menangani kasus Perikanan harus diatur dalam suatu 
peraturan yang jelas. Pada kenyataannnya upaya yang diambil oleh suatu negara 
dengan negara yang lain berbeda. Penegakan hukum di laut mempunyai ciri-ciri 
khusus yang berbeda dengan penegakan hukum di wilayah daratan. Salah satunya 
adalah dikarenakan jika berbicara mengenai laut terdapat dua kepentingan, yaitu 
kepentingan nasional maupun internasional. Hal ini berarti bahwa dalam 
melaksanakan penegakan hukum di laut selain berdasarkan hukum nasional juga 
harus mengingat kaidah-kaidah hukum internasional dan kebiasaan internasional 
(Nunung Mahmudah, 2015:115). 
Tindak Pidana Perikanan merupakan kegiatan penangkapan yang 
dilakukan oleh nelayan dan bertentangan oleh kode etik penangkapan bertanggung 
jawab menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang yang mengakibatkan 
kerusakan ekosistem laut. Tindak Pidana Perikanan termasuk kegiatan malpraktek 
dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran 
hukum. 
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Dampak tindak pidana dibidang perikanan ini merusak upaya pengelolaan 
ketersediaan ikan untuk berkembang biak secara berkelanjutan dan juga 
mengancam populasi ikan di seluruh dunia. Negara sebagai pengelola perikanan 
di wilayah laut teritorialnya masing-masing harus tahu sebanyak mungkin tentang 
sejauh mana, karakter (seperti jenis alat tangkap, spesien ikan yang di incar, daya 
tangkap, waktu, dan lokasi), dan motivasi dari tindakan tindak pidana dibidang 
perikanan tersebut untuk membuat, mengembangkan dan menerapkan peraturan 
mengenai tindak pidana dibidang perikanan secara efektif (Christopher M. Free 
dkk, 2015:1-2). 
Konteks hukum Indonesia Tindak Pidana Perikanan saat ini diatur oleh 
Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menyebutkan 
beberapa ketentuan hukum yaitu bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan 
dan yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan ZEE Indonesia 
serta berdasarkan ketentuan internasional yang mengandung sumber daya ikan 
dan lahan pembudidayaan ikan potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang 
Maha Esa yang diamanahkan pada bangsa Indonesia berdasarkan Undang-undang 
dasar negara kesatuan Republik Indonesia 1945, untuk dimanfaatkan sebesar-
besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Hukum Indonesia 
mempunyai semangat yang besar dalam memberantas Tindak Pidana Perikanan, 
namun dalam pelaksanaannya UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan belum 
dapat berjalan sesuai dengan kehendak masyarakat. 
Kebijakan dalam penanggulangan tindak pidana dibidang Perikanan yang 
menjadi landasan dalam kebijakan aplikasi maupun eksekusi, maka Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah 
memuat regulasi atau formulasi baik mengenai hukum acara pidana maupun 
tindak pidana perikanan, sehingga berlaku ketentuan lex specialis derogate legi 
generalis. 
Kasus kapal KM Bintang IX berbendera Thailand yang di nahkodai oleh 
TAI UT. Kasus ini bermula pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 sekitar pukul 
14.30 WIB, TAI UT bersama dengan 9 (sembilan) orang Anak Buah Kapal 
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(ABK) dengan menggunakan Kapal KM Bintang IX memasuki perairan 
Indonesia. Setelah itu TAI UT selaku Nahkoda Kapal memerintahkan para Anak 
Buah Kapal untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jenis 
jaring Trawl (pukat Harimau). Ketika mereka sedang melakukan penangkapan 
ikan, di titik Koordinat 05 10’ 00’ Utara - 097 50’30’’ Timur, 2 (dua) anggota 
TNI Angkatan Laut Kal II.1-63 Bireuen yang bernama M. Rumapea dan Suryanto 
melakukan aksi penangkapan terhadap TAI UT selaku Nahkoda Kapal KM 
Bintang IX dan didapati bahwa TAI UT selaku Nakhoda Kapal KM Bintang IX 
melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan teritorial laut Indonesia tanpa 
memiliki dokumen perikanan berupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat 
Ijin Penangkapan Ikan (SIPI). 
Atas perkara tersebut Pengadilan Negeri Lhoksukon menjatuhkan putusan 
pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar 
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak 
dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan pada 
Terdakwa. Pada tingkat Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Terdakwa di hukum 
dengan pidana denda sebanyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta 
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti 
dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Melihat putusan dari Pengadilan 
Tinggi, maka Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi atas putusan 
tersebut. 
Memori kasasi yang diajukan Penuntut Umum, menguraikan hal-hal yang 
menjadi alasan pengajuan upaya hukum kasasi tersebut. Pengajuan upaya hukum 
kasasi oleh Penuntut Umum dengan alasan atas dasar bahwa Majelis Hakim dalam 
memutus perkara salah dalam menerapkan hukum yang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Majelis 
Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh hanya memutuskan putusan pidana denda 
sebanyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan 
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana 
kurungan selama 6 (enam) bulan, hal tersebut jauh dari tuntutan penuntut umum 
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dan tidak akan memberikan efek jera baik dilihat segi edukatif, preventif maupun 
represif bagi para nakhoda asing (warga negara asing) yang dalam melakukan 
kegiatan penangkapan ikan di wilayah Indonesia tidak melengkapi/memiliki 
dokumen-dokumen perikanan yang harus dipenuhi/dimiliki, dan juga perbuatan 
Terdakwa telah merugikan keuangan negara dan juga mata pencaharian para 
nelayan Indonesia. Majelis Hakim pada tingkat kasasi mengabulkan permohonan 
kasasi Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi 
Banda Aceh Nomor : 150/Pid/2014/ PT.BNA. 
Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mendalami permasalahan 
ini dalam bentuk tulisan atau disebut skripsi dengan memilih judul : “ANALISIS 
KESALAHAN JUDEX FACTIE MENGABAIKAN KETERANGAN AHLI 
TIDAK MENJATUHKAN PIDANA PENJARA TERHADAP WARGA 
NEGARA ASING PELAKU TINDAK PIDANA DIBIDANG PERIKANAN”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam suatu penelitian penting dalam mempermudah 
pelaksanaan penelitian dan dimaksudkan supaya sasaran penelitian menjadi jelas, 
tegas, terarah, dan mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, diharapkan dapat 
memberikan pemahaman terhadap permasalahan yang ada, maka penting bagi 
penulis untuk merumuskan permasalahan yang akan dibahas. Adapun rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Apakah alasan kasasi mengabaikan keterangan ahli tidak menjatuhkan 
pidana penjara terhadap Warga Negara Asing (WNA) telah sesuai 
dengan Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP jo Pasal 102 jo Pasal 5 
ayat (1) huruf b Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 
sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang RI 
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan? 
2. Apakah Pertimbangan Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan 
Kasasi dan Menyatakan Terdakwa Bersalah dan Menjatuhkan Pidana 
Komulatif dibidang Perikanan telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 Penelitian ini terdapat 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai 
yaitu tujuan objektif dan tujuan subjektif. Adapun tujuan yang hendak dicapai 
penulis melalui penelitian hukum ini antara lain: 
1) Tujuan Objektif 
a. Mengetahui kesesuaian pertimbangan judex factie tidak 
menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa 
dengan mengabaikan keterangan ahli dan ketentuan yang 
terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana. 
b. Mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan 
pengajuan Kasasi, Penuntut Umum dan kesesuaian 
menjatuhkan hukuman dengan ketentuan yang terdapat 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
2) Tujuan Subjektif 
a. Menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis 
dalam bidang Hukum Acara Pidana khususnya dalam 
pelaksanaan pelatihan kerja. 
b. Memenuhi persyaratan akademis khususnya memperoleh 
gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum pada Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 
Penulis berharap dengan adanya suatu penelitian diharapkan memberikan 
manfaat bagi penulis dan pembaca. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari 
penulisan hukum ini adalah: 
1. Manfaat Teoretis 
a. Mampu memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum 
acara pidana pada khususnya; 
b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam dunia kepustakaan 
terkait dengan alat-alat bukti yang dipakai di dalam persidangan 
khusunya pada alat bukti keterangan ahli dalam pembuktian 
tindak pidana dibidang perikanan; 
c. Memperluas wawasan, pengetahuan, dan kemampuan penulis 
dalam mengkaji permasalahan di bidang Hukum Acara Pidana. 
2. Manfaat Praktis 
a. Mengembangkan penalaran dan pola pikir penulis dalam meneliti 
suatu permasalahan hukum; 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan 
masukan dan tambahan pengetahuan bagi para pihak yang 
mengkaji permasalahan hukum terkait. 
E. Metode Penelitian 
Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum 
yang timbul. Maka dari itu, penelitian hukum merupakan kegiatan know how 
dalam ilmu hukum. Tujuan dari penelitian hukum adalah untuk memecahkan 
permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi. Dalam melakukan penelitian 
hukum ini dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum yang 
ada, melakukan penalaran hukum yang dihadapi dan kemudian memberikan 
pemecahan atas permasalahan tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014:60). 
Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian hukum itu sendiri, yaitu untuk 
menghasilkan suatu argumentasi terhadap permasalahan-permasalahan hukum 
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yang terjadi, maka diperlukan metode penelitian didalamnya. Berikut metode 
penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini: 
a. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ynag penulis gunakan dalam menyusun penelitian 
hukum ini adalah penelitian hukum doctrinal atau normatif. Menurut Peter 
Mahmud Marzuki, semua penelitian yang berkaitan dengan hukum (legal 
research) adalah selalu normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti 
bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan 
sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2014:55-56). 
b. Sifat Penelitian 
Penelitian hukum ini bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum tidak 
bersifat deskriptif melainkan preskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat 
preskriptif, objek dari ilmu hukum adalah antara norma hukum dan prinsip 
hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah 
laku atau act dan bukan perilaku atau behavior individu dengan norma hukum 
(Peter Mahmud Marzuki, 2014:41).  
Ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat prespkriptif yang tidak 
masuk ke dalam bilangan ilmu sosial. Selain itu, ilmu hukum juga bukan 
hanya bertalian dengan nilai-nilai belaka, melainkan harus diterapkan 
sehingga tidak mungkin masuk ke dalam ruas humaniora. 
c. Pendekatan Penelitian 
Terdapat berbagai macam pendekatan yang dapat digunakan dalam 
penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian 
hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan 
kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan 
komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual 
approach). 
Pendekatan yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian 
hukum ini adalah pendekatan kasus (case approach). Mengingat yang diteliti 
hanya satu kasus sering disebut sebagai studi kasus (case study). Pendekatan 
kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu 
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yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai 
kekuatan hukum tetap. Kajian pokok dalam pendekatan kasus ini adalah ratio 
decidendi atau reasoning, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai 
kepada suatu putusan, baik untuk keperluan praktik maupun kajian akademis. 
Ratio decidendi atau reasoning tersebut merupakan referensi bagi penyusunan 
argumentasi dalam pemecahan isu hukum (Peter Mahmud Marzuki 2014:133-
144). 
d. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
Penelitian hukum tidak mengenal istilah data, melainkan dikenal 
dengan adanya bahan hukum. Sumber-sumber penelitian hukum dapat 
dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer 
dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum 
yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer 
terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan 
bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang 
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini 
meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan 
komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 
2014:181). 
Adapun sumber-sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis 
dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: 
a) Bahan Hukum Primer, meliputi:  
1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP); 
2) Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah 
ditambah dan diubah dengan Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 
2009 tentang Perikanan; 
3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; 
4) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 491 K/Pid.Sus/2015. 
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b) Bahan Hukum Sekunder, meliputi: 
1) Buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum; 
2) Jurnal-jurnal hukum; 
3) Artikel hukum; 
4) Bahan dari media internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi 
untuk mendukung penelitian ini. 
e. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh 
bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder untuk 
digunakan dalam penelitian hukum. Adapun teknik mengumpulkan bahan 
hukum menggunakan studi pustaka/dokumen (library research) dengan cara 
mempelajari literature, catatan perundang-undangan, buku-buku serta putusan 
hakim yang terkait dengan isu hukum yang diperlukan dalam penulisan 
hukum ini. 
f. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Analisis bahan hukum merupakan tahapan yang dilakukan penulis 
dalam mengklasifikasi, menguraikan bahan hukum yang diperoleh, untuk 
menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti. Teknik analisis bahan 
hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan penalaran hukum dengan metode deduksi silogisme. 
Sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode 
deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor (aturan hukum), yang 
kemudian berlanjut pada premis minor (fakta hukum). Dari kedua hal tersebut 
kemudian dapat ditarik konklusi (Peter Mahmud Marzuki, 2014:90). 
Premis mayor dalam penulisan hukum ini adalah Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang - Undang RI Nomor 31 
Tahun 2004 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang 
RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, sedangkan premis minornya 
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adalah fakta hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 491 
K/Pid.Sus/2015, kemudian dari premis mayor dan premis minor saling 
dihubungkan menghasilkan simpulan bahwa teknik analisis dengan metode 
silogisme ini adalah teknik menganalisis hukum dalam kenyataan (in 
concreto) dalam hal ini adalah putusan hakim yang abstrak (in abstracto) yaitu 
peraturan perundang-undangan untuk diambil suatu kesimpulan. 
 
E. Sistematika Penulisan Hukum 
Penulisan hukum ditulis berdasarkan kaidah dan sistematika penulisan, 
agar hasil akhir dari penulisan hukum tersebut dapat sistematis sehingga dapat 
mudah dipahami. Sistematika penulisan hukum diuraikan guna memberikan 
gambaran umum terhadap konteks pembahasan isu hukum sesuai dengan 
identifikasi masalah dan paparan pendukung dari pembahasan isu hukum tersebut. 
Sistematika penulisan hukum terdiri dari 4 (empat) bab, dimana pada setiap bab 
terbagi menjadi beberapa sub-bab, dan dimungkinkan pada setiap sub-bab tersebut 
terbagi lagi menjadi beberapa poin. Sistematika penulisan hukum ini diuraikan 
sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab I yang merupakan pendahuluan dalam skripsi ini 
penulis menjelaskan mengenai latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
metode penelitian, sistematika penulisan hukum. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab II penulis menguraikan landasan teori atau memberikan 
penjelasan teoritis yang bersumber pada bahan hukum yang 
penulis gunakan yang terdiri dari teori-teori dan konsep yang 
tepat dan mempunyai keterkaitan dengan penelitian, yang 
berfungsi sebagai kerangka analisis dalam rangka memberikan 
jawaban atas permasalahan dan tujuan penelitian. Landasan 
teori tersebut meliputi tinjauan tentang kasasi, tinjauan tentang 
judex factie, tinjauan tentang alat bukti, tinjauan tentang alat 
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bukti keterangan ahli, dan tinjauan tentang tindak pidana 
perikanan. 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab III penulis menguraikan mengenai pembahasan dan 
hasil yang dieroleh dari proses meneliti. Berdasarkan 
rumusan masalah yang diteliti, terdapat hal pokok 
permasalahan yang dibahas dalam bab ini yaitu: 
A. Apakah alasan kasasi mengabaikan keterangan ahli 
tidak menjatuhkan pidana penjara terhadap Warga 
Negara Asing (WNA) telah sesuai dengan Pasal 184 
ayat (1) huruf b KUHAP jo Pasal 102 jo Pasal 5 ayat 
(1) huruf b Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 
2004 sebagaimana telah ditambah dan diubah 
dengan Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 
tentang Perikanan? 
B. Apakah Pertimbangan Mahkamah Agung 
Mengabulkan Permohonan Kasasi dan Menyatakan 
Terdakwa Bersalah dan Menjatuhkan Pidana 
Komulatif dibidang Perikanan telah sesuai dengan Pasal 
51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 
tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan 
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2009? 
BAB IV : PENUTUP 
Bab IV yang merupakan penutup, penulis menerangkan 
kesimpulan jawaban pada perumusan masalah serta saran 
yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kerangka Teori 
 
1. Tinjauan tentang Upaya Hukum Kasasi 
a. Pengertian Kasasi 
Kata Kasasi diambil dari bahasa Perancis yaitu cassation yang 
berasal dari kata kerja casser yang berarti membatalkan atau memecahkan, 
sehingga apabila suatu permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan 
bawahan itu diterima oleh Mahkamah Agung karena dianggap 
mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya (Subekti, 1980:1-2). 
Menurut Wirjono Prodjodikoro, Kasasi adalah pembatalan yaitu 
suatu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawasan tertinggi atas 
putusan-putusan pengadilan-pengadilan lain (Andi Sofyan dan Abd. Asis, 
2014:279). 
Upaya kasasi adalah hak yang diberikan hukum kepada terdakwa 
maupun kepada penuntut umum. Tergantung pada mereka untuk 
mempergunakan hak tersebut. Seandainya mereka menerima putusan yang 
dijatuhkan, mereka dapat mengesampingkan hak untuk kasasi. Tetapi 
apabila mereka keberatan akan putusan yang dijatuhkan oleh hakim maka 
mereka dapat mempergunakan hak untuk mengajukan permintaan 
pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung (M. Yahya Harahap, 2012: 
537). 
b. Tujuan Kasasi 
Tujuan kasasi adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan 
hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan 
Undang- Undang atau keliru dalam menerapkan hukum. Tujuan utama 
upaya hukum kasasi menurut M. Yahya Harahap adalah sebagai berikut: 
1) Koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan 
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Salah satu tujuan kasasi, memperbaiki dan meluruskan kesalahan 
penerapan hukum, agar peraturan hukum benar-benar diterapkan 
sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-
benar dilakukan menurut peraturan Undang-Undang; 
2) Menciptakan dan membentuk hukum baru 
Tindakan koreksi yang dilakukan Mahkamah Agung dalam 
peradilan kasasi adakalanya tindakan koreksi sekaligus menciptakan 
kaidah hukum baru dalam bentuk yurisprudensi. Berdasarkan jabatan 
dan wewenang yang ada padanya dalam bentuk judge making law, 
sering Mahkamah Agung menciptakan hukum baru yang disebut 
“hukum kasus”, guna mengisi kekosongan hukum, maupun dalam 
rangka menyejajarkan makna dan jiwa ketentuan Undang-Undang 
sesuai dengan “elastisitas” pertumbuhan kebutuhan lajunya 
perkembangan nilai dan kesadaran masyarakat. Apabila putusan kasasi 
baik yang berupa koreksi atas kesalahan penerapan hukum maupun 
yang bersifat penciptaan hukum baru telah mantap dan dijadikan 
pedoman bagi pengadilan dalam mengambil keputusan maka 
Mahkamah Agung akan menjadi yurisprudensi tetap. 
3) Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum 
Tujuan lain pemeriksaan kasasi yaitu untuk mewujudkan kesadaran 
“keseragaman” penerapan hukum. dengan adanya putusan kasasi yang 
menciptakan adanya yurisprudensi, sedikit banyak akan mengarahkan 
keseragaman pandangan dan titik tolak dalam penerapan hukum (M. 
Yahya Harahap, 2012: 539-542). 
c. Alasan Pengajuan Kasasi 
Pada Pasal 253 Ayat (1) KUHAP memuat alasan pengajuan Kasasi 
yang berbunyi: 
“Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh 
Mahkamah Agung atas permintaan para pihak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 
guna menentukan bahwa: 
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a) Apakah benar suatu peraturan hukum 
tidak diterapkan atau diterapkan tidak 
sebagaimana mestinya; 
b) Apakah benar cara mengadili tidak 
dilaksanakan menurut ketentuan Pasal; 
c) Apakah benar pengadilan telah melampaui 
batas wewenangnya.” 
 
 
2. Tinjauan tentang Judex Factie dan Judex Juris  
Judex factie dan judex juris adalah dua tingkatan peradilan di Indonesia 
berdasarkan cara mengambil keputusan. Peradilan Indonesia terdiri dari 
Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pengadilan 
Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah judex factie, yaitu berwenang memeriksa 
fakta dan bukti dari suatu perkara. Judex factie memeriksa bukti-bukti dari 
suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut karena 
Mahkamah Agung disebut judex juris karena hanya memeriksa penerapan 
hukum dari suatu perkara, dan tidak memeriksa fakta dari perkara tersebut. 
a. Pengadilan Negeri 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, 
tidak memberikan apa yang disebut dengan Pengadilan Negeri. Dalam 
Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 menyebutkan, bahwa: 
“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan 
menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.” 
Begitu pula dalam Pasal 6 disebutkan: 
Pengadilan terdiri dari: 
1) Pengadilan Negeri, yang merupakan Pengadilan Tingkat 
Pertama; 
2) Pengadilan Tinggi, yang merupakan Pengadilan Tingkat 
Banding. 
 
Kedua pasal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
Pengadilan Negeri yang pertama kali menangani pidana maupun perkara 
perdata dimuka sidang pengadilan. Mengenai dibentuknya Pengadilan 
Negeri, hal ini dengan Keputusan Presiden. Dalam penjelasan Pasal 7 
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 dijelaskan bahwa usul 
pembentukan Pengadilan Negeri diajukan oleh Menteri Kehakiman 
berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Susunan Pengadilan 
Negeri terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan 
Jurusita. Yang disebut sebagai pimpinan adalah seorang Ketua dan Wakil 
Ketua. 
b. Pengadilan Tinggi 
Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pengadilan 
Umum menyebutkan: 
Ayat (1) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang 
mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat 
banding. (2) Pengadilan Tinggi juga bertugas dan 
berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir 
sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri 
di daerah hukumnya. 
 
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas bisa disimpulkan sebagai 
berikut: Pengadilan Tinggi berwenang mengadili baik perkara pidana 
maupun perkara perdata di tingkat banding yakni mengadili kembali 
sesuatu perkara pidana maupun perkara perdata, yang telah diadili atau 
diputuskan oleh Pengadilan Negeri pada tingkat pertama. Selain itu 
Pengadilan Tinggi juga berwenang mengadili di tingkat pertama dan 
terakhir sengketa tentang kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri 
di daerah hukumnya yang terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, dan 
Sekretaris. 
Mengenai wewenang Pengadilan Tinggi juga telah diatur dalam 
Pasal 87 KUHAP, yang menyebutkan bahwa Pengadilan tinggi berwenang 
mengadili perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri dalam daerah 
hukumnya yang dimintakan banding. 
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3. Tinjauan tentang Alat Bukti 
a. Pengertian Alat Bukti 
Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan 
suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat 
dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan 
hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan 
oleh terdakwa (Hari Sasongko dan Lily Rosita, 2003:11). 
b. Kegunaan Alat Bukti 
Kegunaan tentang alat-alat bukti ialah sebagai alat-alat untuk 
memberi kepastian kepada Hakim tentang benar telah terjadinya peristiwa-
peristiwa, atau kejadian-kejadian atau adanya keadaan-keadaan yang 
penting bagi pengadilan perkara yang bersangkutan. 
Berdasarkan uraian di atas,alat bukti adalah suatu hal (barang dan 
non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat 
dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntunan atau gugatan maupun 
guna menolak dakwaan tuntutan atau gugatan. 
c. Jenis Alat Bukti dalam KUHAP 
Alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai apa yang 
disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah: 
1) Keterangan saksi; 
2) Keterangan ahli; 
3) Surat; 
4) Petunjuk; 
5) Keterangan terdakwa. 
d. Nilai Kekuatan Pembuktian terhadap Alat Bukti 
Alat bukti menjadi sarana dalam upaya hakim untuk melihat, 
mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa hukum yang 
diajukan kepada hakim di depan persidangan. Oleh karena itu hakim 
dalam memeriksa dan memutus perkara pidana tidak lepas dari alat bukti. 
Pada tahap tersebut, maka berkaitan erat dengan asas hukum pembuktian 
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1) Keterangan Saksi 
Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian keterangan saksi, 
agar keterangan saksi atau keterangan mempunyai nilai serta kekuatan 
pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus 
dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan seorang saksi 
dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan 
pembuktian, harus dipenuhi ketentuan sebagai berikut: 
a) Harus mengucapkan sumpah atau janji; 
b) Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti; 
c) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan; 
d) Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup; 
e) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri; 
2) Keterangan Ahli 
Pasal 184 ayat (1) KUHAP menetapkan keterangan ahli sebagai 
alat bukti yang sah. Bahkan tempatnya diletakkan pada urutan kedua 
setelah keterangan saksi. Melihat letak ukurannya, pembuat Undang-
Undang menilai Keterangan Ahli sebagai salah satu alat bukti yang 
penting, artinya dalam pemeriksaan perkara pidana. 
Pasal 133 KUHAP ayat (1) dan (2) menentukan: 
a) Dalam hal penyidik untuk kepentingan pengadilan 
menangani seorang korban baik luka, keracunan, ataupun 
mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak 
pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan 
ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau 
dokter ahli lainnya. 
b) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (91) dilakukan secara tertulis yang dalam surat itu 
disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau 
pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat. 
Pasal 186 KUHAP menjelaskan bahwa, Keterangan ahli ini dapat 
juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau 
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penuntut umum yang sudah dituangkan dalam suatu bentuk laporan 
dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan 
atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberi kan pada waktu pemeriksaan 
oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di siding 
diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara 
pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan 
sumpah atau janji di hadapan hakim. 
Dari ketentuan Pasal 133 KUHAP jika dihubungkan dengan 
penjelasan Pasal 189 KUHAP, jenis dan tata cara pemberian 
keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat melalui prosedur 
sebagai berikut: 
a) Diminta penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan; 
b) Keterangan ahli yang diminta dan diberikan di sidang. 
Kekuatan pembuktian keterangan ahli bukanlah sebagai bukti yang 
sempurna melainkan sebagai bukti bebas (vrij bewijs). Hakim tidak 
terikat atau tidak wajib untuk tunduk pada apa yang dikemukakan 
dalam keterangan ahli. Ini sesuai dengan sistem pembuktian negatief-
wettelijk yang dianut dalam Pasal 183 KUHAP yang mengharuskan 
adanya keyakinan hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah (Astuti 
Hasan, 2016:67).  
3) Surat 
Seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti 
suratpun hanya diatur dalam satu pasal saja, yaitu Pasal 187 KUHAP 
yang menentukan bahwa surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti 
yang sah menurut undang-undang adalah, 
a) Surat yang dibuat atas sumpah jabatan; 
b) Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. 
4) Petunjuk 
Menurut M. Yahya Harahap, petunjuk adalah "isyarat" yang dapat 
ditarik dari suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan dimana isyarat itu 
mempunyai "persesuaian" antara yang satu dengan yang lain maupun 
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isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri 
dan isyarat yang berkesesuaian tersebut "melahirkan" atau 
"mewujudkan" suatu petunjuk yang "membentuk kenyataan" terjadi 
suatu tindak pidana atau terdakwalah pelakunya (Andi Hamzah, 
2011:29). 
Alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti langsung, karena 
apabila hakim menggunakan alat bukti petunjuk, hakim harus 
memperhatikan keterkaitan antara bukti yang satu dengan bukti yang 
lain. 
Petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri membuktikan 
kesalahan terdakwa. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, sesuai 
dengan batas minimum pembuktian, alat petunjuk harus didukung 
dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain. Hakim tidak 
terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. 
Oleh karena itu hakim bebas menilai dan mempergunakan alat bukti 
petunjuk sebagai upaya pembuktian. 
5) Keterangan Terdakwa 
Hakim tidak perlu mempergunakan seluruh keterangan terdakwa 
atau saksi. Keterangan terdakwa harus diberikan nyata di sidang 
pengadilan. Keterangan tersebut mengenai perbuatan yang dilakukan 
oleh terdakwa atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri dan 
keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. 
 
4. Tinjauan tentang Alat Bukti Keterangan Ahli 
a. Pengertian Keterangan Ahli 
Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan ahli 
adalah, 
“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh 
seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang 
diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana 
guna kepentingan pemeriksaan.” 
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Pasal tersebut diatas tidak menjelaskan secara rinci siapa yang dimaksud 
dengan ahli, namun setidaknya ada dua unsur penting mengenai ahli yang 
dimaksudkan KUHAP, yaitu : 
1) Seseorang yang mempunyai keahlian khusus; 
2) Keahlian itu dipakai untuk membuat terang suatu perkara pidana. 
Dalam perkara pidana, keterangan ahli diatur dalam Pasal 184 ayat (1) 
KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan 
pidana salah satunya adalah keterangan ahli. Lebih lanjut Pasal 186 KUHAP 
yang mengatakan bahwa, 
“Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di 
sidang pengadilan.”  
b. Peran Keterangan Ahli 
Mengenai peran ahli dalam memberikan keterangannya dalam 
pemeriksaan di persidangan terdapat dalam sejumlah peraturan dalam 
KUHAP, antara lain: 
1) Pasal 132 ayat (1) KUHAP 
“Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau 
tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh 
penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh 
penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu 
dari orang ahli.” 
2) Pasal 133 ayat (1) KUHAP 
“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan 
menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun 
mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak 
pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan 
ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan 
atau ahli lainnya.” 
 
3) Pasal 179 ayat (1) KUHAP 
“Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli 
kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib 
memberikan keterangan ahli demi keadilan.” 
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 Keterangan ahli di persidangan dihadirkan dalam kompetensinya 
sebagai ahli, yang dinilai oleh hakim dengan mempertimbangkan tentang ahli 
tersebut, baik dengan identitas, pembawaan, pengalaman, riwayat 
pendidikandan keterangan yang diberikan akan disandingkan dengan logika 
pemikiran hakim tersebut. Dalam persidangan, seorang ahli memberikan 
keterangan sesuai dengan keahliannya sehingga membuat jelas sebuah 
perkara, opini dan fakta yang terungkap ketika keterangan ahli disampaikan di 
depan persidangan menjadikan petunjuk dari sebuah penyelesaian tindak 
pidana. 
Terkait dengan Pasal 179 ayat (1) KUHAP ini, biasanya yang dimaksud 
ahli kedokteran kehakiman ialah ahli forensik atau ahli bedah mayat. Akan 
tetapi pasal itu sendiri tidak membatasinya hanya ahli kedokteran kehakiman 
saja, tetapi meliputi ahli lainnya (M. Yahya Harahap, 2012:229). 
 
5. Tinjauan tentang Tindak Pidana Perikanan 
a. Pengertian Tindak Pidana Perikanan 
Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh 
peraturan perundang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya 
dilarang dengan ancaman pidana. Perikanan adalah kegiatan yang 
berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan 
(Djoko Tribawono, 2013:22). 
Tindak pidana dibidang perikanan merupakan tindak pidana diluar 
KUHPidana yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat 
menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang 
berakibat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan hukuman 
pidananya tinggi dan berat sebagai salah satu cara untuk dapat 
menanggulangi tindak pidana dibidang perikanan. 
Tindak pidana dibidang perikanan menurut UU RI No. 45 tahun 
2009 perubahan UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan (selanjutnya 
disingkat UU RI tentang perikanan) yang termasuk delik kejahatan diatur 
dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Dan Pasal 
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94, serta Pasal 100A dan Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, 
Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 dan Pasal 100C. 
Di Indonesia, menurut Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1985 
dan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004, kegiatan yang termasuk 
dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai 
dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis 
perikanan(Supriadi dan Alimuddin, 2011:68). Bisnis perikanan tersebut 
sering terjadi suatu tindak pidana perikanan, tindak pidana perikanan 
mengacu berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan 
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. 
Salah satu tindak pidana dibidang perikanan adalah kegiatan illegal 
fishing. Pengertian illegal fishing dijelaskan sebagai berikut : 
1) Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu 
atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya 
tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan 
penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan 
negara itu; 
2) Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh perikanan berbendera 
salah satu negara yang tergabung sebagai anggota organisasi 
pengelolaan perikanan regional, Regional Fisheries Management 
Organization (RFMO), tetapi pengoprasian kapal-kapalnya 
bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan 
perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO. Negara RFMO wajib 
mengikuti aturan yang ditetapkan itu atau aturan lain yang berkaitan 
dengan hukum internasional; 
3) Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-
undangan suatu negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-
aturan yang ditetapkan negara anggota RFMO (Nunung Mahmudah, 
2015:80-81). 
Setiap kegiatan illegal fishing terjadi di wilayah perairan laut atau 
perairan Indonesia yang merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif 
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Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, luas dari zona tersebut 
mencapai 200 mil dari garis dasar pantai. Pengertian dari ZEEI adalah 
didalam zona laut tersebut Indonesia sebagai negara pantai diberikan hak 
atas kekayaan atau sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, serta 
diberikan hak untuk memanfaatkan dan mengeluarkan kebijakan-
kebijakan hukum, juga diberikan kebebasan untuk kegiatan kenavigasian, 
melakukan aktivitas penerbangan datas wilayahnya serta melakukan 
aktivitas penanaman kabel dan pipa di bawah laut untuk kepentingan 
bangsa dan negaranya (Yudi Dharma Putra, 2015:4). 
Beberapa modus atau jenis kegiatan illegal fishing yang sering 
dilakukan oleh kapal ikan Indonesia maupun kapal asing, yaitu tidak 
adanya atau tidak memiliki beberapa dokumen izin dalam usaha 
perikanan. Berikut izin-izin yang harus dimiliki dalam usaha di bidang 
perikanan, diantaranya: 
1. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin 
tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan 
usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum 
dalam izin tersebut; 
2. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin 
tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan 
penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
SIUP; 
3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI 
adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk 
melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan (Djoko Tribawono, 
2013:255). 
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b. Klasifikasi Tindak Pidana Perikanan 
Adapun penggolongan klasifikasi yang banyak ditemui di 
Indonesia adalah sebagai berikut: 
1) Menggunakan bahan peledak/bom ikan (bomb fishing); 
2) Menggunakan zat kimia/bius ikan (cyanide fishing); 
3) Penangkapan ikan dengan menyalahi daerah penangkapan ikan (fishing 
ground); 
4) Penangkapan ikan tanpa memiliki atau memalsukan surat izin (SIUP, 
SIPI, dan SIKPI); 
5) Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang. 
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B. Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tindak Pidana Perikanan 
Nomor Putusan Pengadilan Negeri 
No. 121/Pid.Sus/2014/PN-LSK 
Nomor Putusan Pengadilan Tinggi 
No. 150/PID/2014/PT-BNA 
Putusan Mahkamah Agung 
Nomor 491 K/Pid.Sus/2015 
Pengajuan alat bukti oleh 
Penuntut Umum 
berdasarkan pada pasal 
184 KUHAP 
Keterangan Ahli yang 
diajukan Penuntut Umum 
Pertimbangan Mahkamah Agung 
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Keterangan: 
Kerangka pemikiran diatas menjelaskan alur penulis dalam menganalisis, 
menjabarkan, serta menjawab permasalahan dari rumusan masalah yang 
dikaji yaitu tentang pembuktian unsur melawan hukum dalam perkara 
Tindak Pidana Perikanan yang dilakukan oleh Terdakwa TAI UT Bin WIK 
CAI Warga Negara Asing (WNA) asal Thailand. Secara garis besarnya, 
Putusan Nomor 491 K/Pid.Sus/2015 yang memutuskan Terdakwa terbukti 
bersalah. Bahwa Terdakwa secara melawan hukum telah melakukan tindak 
pidana perikanan yaitu, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan 
Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, 
pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak 
memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP). Akan tetapi, pada pengadilan 
tingkat kedua Terdakwa bebas dari dakwaan primair oleh Pengadilan Tinggi 
Banda Aceh. Karena dirasa ada kejanggalan atas putusan tersebut, Jaksa 
Penuntut Umum melakukan upaya hukum Kasasi yang kemudian 
dikabulkan oleh Hakim Mahkamah Agung dan membatalkan putusan 
Pengadilan Tinggi Banda Aceh. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
 Berdasarkan hasil kajian terhadap studi kasus Putusan Mahkamah Agung 
Nomor 491 K/Pid.Sus/2015 terdapat beberapa hal yang penulis akan uraikan 
dalam penelitian ini, yaitu berupa identitas pelaku, uraian kasus posisi, Dakwaan 
Penuntut Umum, Tuntutan Penuntut Umum, Putusan Pengadilan Negeri tingkat 
pertama, alasan pengajuan Banding oleh Penuntut Umum, Putusan Pengadilan 
Tinggi tingkat banding, alasan pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum, 
Pertimbangan Mahkamah Agung, dan Amar Putusan Mahkamah Agung beserta 
uraian pembahasan. Berikut poin-poin penting mengenai hasil penelitian yang 
penulis dapatkan adalah sebagai berikut: 
1. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap  : TAI UT Bin WIK CAI; 
Tempat Lahir  : Thang, Thailand; 
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/Tahun 1973; 
Jenis Kelamin  : Laki-Laki; 
Kebangsaan  : Thailand; 
Tempat Tinggal  : Thailand; 
Agama   : Budha; 
Pekerjaan   : Nahkoda KM Bintang Laut IX; 
 
2. Uraian Singkat Peristiwa 
 Pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 sekitar pukul 14.30 WIB, TAI UT 
bersama dengan 9 (sembilan) orang Anak Buah Kapal (ABK) dengan 
menggunakan Kapal KM Bintang IX memasuki perairan Indonesia. Setelah 
itu TAI UT selaku Nahkoda Kapal memerintahkan para Anak Buah Kapal 
untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jenis jaring Trawl 
(pukat Harimau). Ketika mereka sedang melakukan penangkapan ikan, di titik 
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Koordinat 05 10’ 00’ Utara - 097 50’30’’ Timur, 2 (dua) anggota TNI 
Angkatan Laut Kal II.1-63 Bireuen yang bernama M. Rumapea dan Suryanto 
melakukan aksi penangkapan terhadap TAI UT selaku Nahkoda Kapal KM 
Bintang IX dan didapati bahwa TAI UT selaku Nakhoda Kapal KM Bintang 
IX melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan teritorial laut Indonesia 
tanpa memiliki dokumen perikanan berupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) 
dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI). 
 
3. Dakwaan Penuntut Umum 
 Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap TAI UT selaku Nahkoda 
Kapal KM Bintang IX atas kegiatan penangkapan ikan di perairan teritorial 
laut Indonesia tanpa memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat 
Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), yaitu sebagai berikut: 
PRIMAIR : 
 Bahwa ia Terdakwa TAI UT pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 sekira 
pukul 14.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, 
bertempat di Perairan Teritorial Laut Indonesia, atau setidak-tidaknya pada 
suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri 
Lhoksukon, “Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik 
Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, 
pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak 
memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)”, perbuatan tersebut dilakukan 
Terdakwa dengan cara sebagai berikut: 
 Bermula pada hari dan tanggal tersebut di atas ia Terdakwa selaku 
Nahkoda Kapal KM Bintang IX bersama-sama dengan 9 (sembilan) orang 
Anak Buah Kapal (ABK) yang masing-masing warga negara Myanmar dan 
Thailand memasuki Perairan Teritorial Laut Indonesia dengan titik koordinat 
05 10’ 00’Utara – 097 50’30”Timur untuk melakukan penangkapan ikan 
dengan menggunakan jenis jaring trawl (pukat harimau), selanjutnya setelah 
berada di Perairan Teritorial Laut Indonesia, kemudian Terdakwa selaku 
Nahkoda Kapal memerintahkan para Anak Buah Kapal untuk melakukan 
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penangkapan ikan dengan cara kapal bergerak ke tengah laut pada kedalaman 
tertentu dan kemudian menebar jaring dengan dua pemberat yang berada di 
sisi kanan dan kiri buritan kapal yang ditenggelamkan pada kedalaman ±120 
(seratus dua puluh) meter dan kapal terus bergerak, setelah jaring terisi ikan 
kemudian jaring ditarik dan ikan dibongkar di palka kapal dan kemudian 
memasukkan ikan ke tong yang berisi es yang telah disediakan di dalam KM 
Bintang Laut IX tersebut; 
 Bahwa pada saat Terdakwa selaku Nakhoda Kapal Bintang Laut IX 
ditangkap oleh saksi M. Rumapea dan saksi Suryanto (masing-masing 
anggota TNI Angkatan Laut Kal II.1-63 Bireuen di titik koordinat 05 10’ 00’ 
Utara – 097 50’30” Timur di Perairan Teritorial Laut Indonesia tidak 
memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP); 
 Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 
92 jo. Pasal 26 Ayat (1) jo. Pasal 104 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 
sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 
2009 tentang Perikanan. 
 
SUBSIDAIR : 
 Bahwa ia Terdakwa TAI UT pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 sekira 
pukul 14.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, 
bertempat di Perairan Teritorial Laut Indonesia, atau setidak-tidaknya pada 
suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri 
Lhoksukon, “Setiap orang yang memiliki dan/atau megoperasikan kapal 
penangkap ikan berbendera asing melakukan penagkapan ikan di wilayah 
pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI”, 
perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: 
 Bermula pada hari dan tanggal tersebut di atas ia Terdakwa selaku 
Nahkoda Kapal KM Bintang IX bersama-sama dengan 9 (sembilan) orang 
Anak Buah Kapal (ABK) yang masing-masing warga negara Myanmar dan 
Thailand memasuki Perairan Teritorial Laut Indonesia dengan titik Koordinat 
05 10’ 00’Utara – 097 50’30” Timur untuk melakukan penangkapan ikan 
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dengan menggunakan jenis jaring trawl (pukat harimau), selanjutnya setelah 
berada di Perairan Teritorial Laut Indonesia, kemudian Terdakwa selaku 
Nahkoda Kapal memerintahkan para Anak Buah Kapal untuk melakukan 
penangkapan ikan dengan cara kapal bergerak ke tengah laut pada kedalaman 
tertentu dan kemudian menebar jaring dengan dua pemberat yang berada di 
sisi kanan dan kiri buritan kapal yang ditenggelamkan pada kedalaman + 120 
(seratus dua puluh) meter dan kapal terus bergerak, setelah jaring terisi ikan 
kemudian jaring ditarik dan ikan dibongkar di palka kapal dan kemudian 
memasukkan ikan ke tong yang berisi es yang telah disediakan di dalam KM 
Bintang Laut IX tersebut; 
 Bahwa pada saat Terdakwa selaku Nakhoda Kapal Bintang Laut IX 
ditangkap oleh saksi M. Rumapea dan saksi Suryanto (masing-masing 
anggota TNI Angkatan Laut Kal II.1-63 Bireuen di titik koordinat 05 10’ 00’ 
Utara – 097 50’30” Timur di Perairan Teritorial Laut Indonesia tidak 
memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI); 
 Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 
93 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (1) jo. Pasal 104 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 
sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 
2009 tentang Perikanan. 
 
LEBIH SUBSIDAIR : 
 Bahwa ia Terdakwa TAI UT pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 sekira 
pukul 14.30 WIB, atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, 
bertempat di Perairan Teritaorial Laut Indonesia, atau setidak-tidaknya pada 
suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri 
Lhoksukon, “Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau 
menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan 
yang menggangu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal 
penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik 
Indonesia”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai 
berikut: 
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 Bermula pada hari dan tanggal tersebut di atas ia Terdakwa selaku 
Nahkoda Kapal KM Bintang IX bersama-sama dengan 9 (sembilan) orang 
Anak Buah Kapal (ABK) yang masing-masing warga negara Myanmar dan 
Thailand memasuki perairan Teritrial Laut Indonesia dengan titik koordinat 
05 10’ 00’ Utara – 097 50’30” Timur untuk melakukan penangkapan ikan 
dengan menggunakan jenis jaring trawl (pukat harimau), selanjutnya setelah 
berada di Perairan Teritorial Laut Indonesia, kemudian Terdakwa selaku 
Nahkoda Kapal memerintahkan para Anak Buah Kapal untuk melakukan 
penangkapan ikan dengan cara kapal bergerak ke tengah laut pada kedalaman 
tertentu dan kemudian menebar jaring dengan dua pemberat yang berada 
disisi kanan dan kiri buritan kapal yang ditenggelamkan pada kedalaman + 
120 (seratus dua puluh) meter dan kapal terus bergerak, setelah jaring terisi 
ikan kemudian jaring ditarik dan ikan dibongkar di palka kapal dan kemudian 
memasukkan ikan ke tong yang berisi es yang telah disediakan di dalam KM 
Bintang Laut IX tersebut; 
 Bahwa pada saat Terdakwa selaku Nakhoda Kapal Bintang Laut IX 
ditangkap oleh saksi M. Rumapea dan saksi Suryanto (masing-masing 
anggota TNI Angkatan Laut Kal II.1-63 Bireuen di titik Koordinat 05 10’ 00’ 
Utara – 097 50’30” Timur melakukan penangkapan ikan dengan 
menggunakan jenis jaring trawl (pukat harimau) yang dilarang penggunannya 
oleh pemerintah Republik Indonesia dikarenakan akibat penggunaan jaring 
jenis trawl (pukat harimau) dapat merusak kelestarian sumber daya ikan dan 
lingkungannya; 
 Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 
85 jo. Pasal 104 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah ditambah 
dan diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. 
 
4. Tuntutan Penuntut Umum 
 Adapaun tuntutan Penuntut Umum terhadap perkara ini pada Kejaksaan 
Negeri Lhoksukon tanggal 01 Juli 2014, sebagai berikut: 
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1) Menyatakan Terdakwa TAI UT Bin WIK CAI, terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana “Dengan sengaja di wilayah pengelolaan 
perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang 
penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran 
ikan yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)” sebagaimana 
diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair kami yaitu dalam 
Pasal 92 jo. Pasal 26 Ayat (1) jo. Pasal 104 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 
sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 
2009 tentang Perikanan; 
2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAI UT Bin WIK CAI dengan 
pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp1.500.000.000,00 
(satu milyar lima ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan, 
dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, serta menetapkan 
Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
3) Menyatakan barang bukti berupa: 
a. Uang sebanyak Rp97.020.000,00 (sembilan puluh tujuh juta dua 
puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan lelang barang bukti berupa : 
1 (satu) unit kapal penangkap ikan, KM Bintang Laut IX GT 109 
dengan mesin induk merk Volvo Penta 6 silinder, beserta 
perlengkapannya yaitu 1 (satu) unit radar Navigasi merk Furuno, 1 
(satu) unit Radar Haiyang HFF-650, 1 (satu) unit GPS Suzuki 
Color Navigator ESG-120 II, 1 (satu) unit Encho Sounder Color 
Sounder ES-1025, 1 (satu) unit Radio Marine Band Super Star 
2400 MK-II, 1 (satu) unit Radio TRX 10 Meter Radio dan 1 (satu) 
unit kompas, (dirampas untuk disetorkan ke Kas Negara); 
b. Alat Tangkap Ikan yaitu Pukat Trawl sebanyak 2 (dua) unit dengan 
panjang lebih kurang 50 (lima puluh) meter, (dirampas untuk 
dimusnahkan); 
c. Ikan campuran lebih kurang 2500 Kg, (dikarenakan busuk telah 
dimusnahkan oleh Penyidik); 
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4) Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 
(lima ribu rupiah). 
 
5. Amar Putusan Pengadilan 
a) Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon 
 Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 121/Pid.Sus/2014/PN.LSK 
(Perikanan) tanggal 07 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai 
berikut: 
1) Menyatakan Terdakwa TAI UT BIN WIK CAI telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik 
Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, 
pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, 
yang tidak memiliki SIUP”; 
2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAI UT BIN WIK CAI 
dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan 
dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) 
dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti 
dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 
3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
4) Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
5) Menetapkan barang bukti berupa: 
a) Uang sebanyak Rp97.020.000,00 (sembilan puluh tujuh juta 
dua puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan lelang barang 
bukti berdasarkan Risalah Lelang No. 045/2014 tanggal 20 
Mei 2014 berupa : 1 (satu) unit kapal penangkap ikan, KM 
Bintang Laut IX GT 109 dengan mesin induk merk Volvo 
Penta 6 silinder, beserta perlengkapannya yaitu 1 (satu) unit 
radar Navigasi merk Furuno, 1 (satu) unit Radar Haiyang 
HFF-650, 1 (satu) unit GPS Suzuki Color Navigator ESG-
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120 II, 1 (satu) unit Encho Sounder Color Sounder ES-1025, 
1 (satu) unit Radio Marine Band Super Star 2400 MK-II, 1 
(satu) unit Radio TRX 10 Meter Radio dan 1 (satu) unit 
kompas, 
Dirampas untuk disetorkan ke Kas Negara; 
b) Alat Tangkap Ikan yaitu Pukat Trawl sebanyak 2 (dua) unit 
dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) meter; 
Dirampas untuk dimusnahkan; 
c) Ikan campuran lebih kurang 2500 Kg; 
Dikarenakan busuk telah dimusnahkan oleh Penyidik; 
6) Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar 
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). 
 
b) Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh 
 Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 
150/Pid/2014/ PT.BNA. tanggal 08 Agustus 2014 yang amar 
lengkapnya sebagai berikut: 
1) Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum; 
2) Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 07 
Juli2014, Nomor 121/Pid.Sus/2014/PN-LSK yang dimintakan 
banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi dan Pidana yang 
dijatuhkan serta perampasan barang bukti sehingga amar 
selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 
a) Menyatakan bahwa Terdakwa TAI UT BIN WIK CAI 
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana “dengan sengaja di wilayah pengelelolaan 
Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan 
dengan tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)”; 
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b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu 
dengan pidana denda sebanyak Rp1.500.000.000,00 (satu 
milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda 
tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 
selama 6 (enam) bulan; 
c) Memerintahkan supaya Terdakwa segera dikeluarkan dari 
dalam tahanan; 
d) Menetapkan barang bukti berupa: 
1. Uang sebanyak Rp97.020.000,00 (sembilan puluh tujuh 
juta duapuluh ribu rupiah) dari hasil penjualan lelang 
barang bukti berdasarkan Risalah Lelang No. 045/2014 
tanggal 20 Mei 2014 berupa : 1 (satu) unit kapal 
penangkap ikan, KM Bintang Laut IX GT 109 dengan 
mesin induk merk Volvo Penta 6 silinder, beserta 
perlengkapannya yaitu 1 (satu) unit radar Navigasi merk 
Furuno, 1 (satu) unit Radar Haiyang HFF-650, 1 (satu) 
unit GPS Suzuki Color Navigator ESG-120 II, 1 (satu) 
unit Encho Sounder Color Sounder ES-1025, 1 (satu) 
unit Radio Marine Band Super Star 2400 MK-II, 1 (satu) 
unit Radio TRX 10 Meter Radio dan 1 (satu) unit 
kompas, 
Dirampas untuk disetorkan ke Kas Negara; 
2. Alat Tangkap Ikan yaitu Pukat Trawl sebanyak 2 (dua) 
unit dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) meter, 
dan 
3. Ikan campuran lebih kurang 2500 Kg, (dikarenakan 
busuk telah dimusnahkan oleh Penyidik); 
Dirampas untuk dimusnahkan; 
Dikarenakan busuk telah dimusnahkan; 
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e) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya 
perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat 
banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). 
 
c) Putusan Mahkamah Agung 
 Memperhatikan Pasal 92 jo. Pasal 26 Ayat (1) jo. Pasal 104 UU RI 
Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 
Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang 
Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang 
bersangkutan; 
M E N G A D I L I 
 Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 
JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI 
LHOKSUKON tersebut; 
 Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 
150/Pid/ 2014/PT.BNA. tanggal 08 Agustus 2014 yang memperbaiki 
putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 
121/Pid.Sus/2014/PN.Lsk (Perikanan) tanggal 07 Juli 2014; 
M E N G A D I L I S E N D I R I 
1) Menyatakan Terdakwa TAI UT Bin WIK CAI telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik 
Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, 
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pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, 
yang tidak memiliki SIUP” ; 
2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAI UT Bin WIK CAI 
dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan 
dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) 
dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti 
dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 
3) Memerintahkan agar Terdakwa ditahan; 
4) Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
5) Menetapkan barang bukti berupa: 
a) Uang sebanyak Rp97.020.000,00 (sembilan puluh tujuh juta 
dua puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan lelang barang 
bukti berdasarkan Risalah Lelang No. 045/2014 tanggal 20 
Mei 2014 berupa: 
1. 1 (satu) unit kapal penangkap ikan, Km Bintang Laut IX 
GT 109 dengan mesin induk merk Volvo Penta 6 
silinder, beserta perlengkapannya yaitu 1 (satu) unit 
radar Navigasi merk Furuno, 
2. 1 (satu) unit Radar Haiyang HFF-650, 
3. 1 (satu) unit GPS Suzuki Color Navigator ESG-120 II, 
4. 1 (satu) unit Encho Sounder Color Sounder ES-1025, 
5. 1 (satu) unit Radio Marine Band Super Star 2400 MK-II,  
6. 1 (satu) unit Radio TRX 10 Meter Radio dan, 
7. 1 (satu) unit kompas, 
Dirampas untuk disetorkan ke Kas Negara; 
8. Alat Tangkap Ikan yaitu Pukat Trawl sebanyak 2 (dua) 
unit dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) meter, 
dirampas untuk dimusnahkan; 
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9. Ikan campuran lebih kurang 2500 Kg, dikarenakan busuk 
telah dimusnahkan oleh Penyidik; 
6) Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara 
dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus 
rupiah). 
 
6. Alasan Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum 
 Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada 
pokoknya sebagai berikut : 
a. Bahwa akta pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi tersebut kami 
terima pada tanggal 14 Agustus 2014, permohonan Kasasi dari kami 
Jaksa/ Penuntut Umum pada perkara Terdakwa tersebut telah kami 
nyatakan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lhoksuokon pada tanggal 
25 Agusutus 2014 dan tercatat dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 
08/Akta.Pid/2014/PN-LSK, sehingga dengan demikian permohonan 
Kasasi ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang 
dimaksud dalam Undang-undang (Pasal 245 ayat (1) KUHAP). Juga 
memori kasasi ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri 
Lhoksukon sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh 
Undang-undang (Pasal 248 ayat (1) KUHAP); 
b. Bahwa alasan permohonan kasasi yang diwajibkan pada setiap 
permohonan kasasi diisyaratkan agar memuat alasan permohonan 
sebagaimana rumusan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yaitu Mahkamah 
Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 
244 dan Pasal 248 guna menentukan: 
1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau 
diterapkan tidak semestinya; 
2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut 
ketentuan Undang-undang; 
3) Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya; 
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c. Bahwa alasan permohonan kasasi selanjutnya juga diatur dalam Pasal 3 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, 
yaitu Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan Putusan atau 
Penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan peradilan 
karena: 
1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; 
2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; 
3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan 
perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan 
batalnya putusan yang bersangkutan; 
d. Bahwa selain dari alasan-alasan kasasi yang dirumuskan Pasal 253 ayat (1) 
KUHAP dan/atau Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 
tersebut di atas, berdasarkan kenyataan banyak putusan Pengadilan Tinggi/ 
Pengadilan Negeri yang dibatalkan Mahkamah Agung. Terlepas dari 
alasan/ keberatan kasasi yang diajukan permohonan kasasi, hal itu antara 
lain karena salah menerapkan hukum / alasan sendiri. Hal tersebut 
didasarkan pada Pasal 32 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung, yaitu : Mahkamah Agung melakukan pengawasan 
tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan 
peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman; 
e. Bahwa kami sependapat dengan Dr. Laden Marpaung, SH yang 
berpendapat bahwa pada kenyataannya ada 4 (empat) alasan Mahkamah 
Agung mengabulkan permohonan kasasi yakni: 
1) Salah menerapkan hukum/ kekeliruan menerapkan hukum yang 
pada rumusan perundang-undangan dimuat atau menerapkan 
hukum tidak sebagaiman mestinya; 
2) Dengan alasan sendiri pada hakikatnya Mahkamah Agung 
menyatakan “dengan alasan sendiri”, karena bertentangan dengan 
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kebenaran/ kenyataan yang terungkap di persidangan, yang oleh 
hakim khilaf mempertimbangkan hal tersebut; 
3) Melampaui kewenangan; 
4) Tidak cukup dipertimbangkan karena seksama mempertimbangkan 
fakta/ data/bukti yang telah terungkap di persidangan;(Dr. Laden 
Marpaung, S.H. Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan 
Kembali Perkara Pidana, Sinar Grafika, Cetakan ke-2, 2004, 
Jakarta, hal.29-30); 
f. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 
150/PID/2014/PT-BNA tanggal 08 Agustus 2014 dimana di dalam putusan 
tersebut telah menganulir putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 
121/Pid.Sus/2014/PN-Lsk tanggal 07 Juli 2014 dimana Putusan tersebut 
menyatakan Terdakwa bersalah akan tetapi dalam putusannya tidak 
dikenakan pidana badan yang berupa pidana penjara akan tetapi dikenakan 
pidana denda sehingga menimbulkan akibat hukum yaitu status hukum 
terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Hal ini dapat 
menjadi salah satu alasan untuk Penuntut Umum melakukan kasasi yaitu 
suatu Putusan yang diluar ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP sesuai 
dengan Putusan Mahkamah Agung No : 864/K/PID/1986 yaitu “Apabila 
dalam peraturan yang bersangkutan terdapat hak-hak yang bertentangan, 
maka hal itu dapat dijadikan alasan kasasi. Dari hal-hal tersebut di atas 
Pengadilan Tinggi Banda Aceh suatu peraturan hukum tidak diterapkan 
atau diterapkan sebagaimana mestinya; 
g. Selain itu, permohonan kasasi ini juga berdasarkan putusan Mahkamah 
Agung Nomor 652.K/Pid/1980 yang membenarkan keberatan Jaksa yang 
keberatan atas pemidanaan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi, dimana 
Mahkamah Agung RI sependapat dengan Penuntut Umum yang 
menyatakan dakwaan Penuntut Umum terbukti dan menghukum 
Terdakwa. 
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7. Pertimbangan Hakim Agung 
 Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung 
berpendapat: 
a. Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum, karena 
tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara 
yuridis. Perbuatan Terdakwa dengan sengaja di wilayah pengelolaan 
perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang 
penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran 
ikan dengan tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP); 
b. Bahwa Judex Facti / Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dalam 
hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana melanggar Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) jo. 
Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 
Perikanan, namun Judex Facti / Pengadilan Tinggi tidak menjatuhkan 
pidana penjara melainkan hanya menjatuhkan pidana denda sebesar 
Rp1,5 milyar dengan subsidair kurungan 6 bulan; 
c. Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa selaku Nahkoda 
kapal Motor Bintang Laut IX, jenis kapal berkebangsaan Thailand 
dengan menggunakan bendera Indonesia ditangkap petugas pada tanggal 
8 April 2014 di Perairan Teritorial Laut Indonesia pada posisi 05 010 '00" 
U - 0970 50' 30” T, dengan kata lain posisi kapal Terdakwa dari jarak 
pantai 11,5 mil masuk ke dalam laut teritorial lndonesia. Ini berarti kapal 
Terdakwa ditangkap di dalam kedaulatan perairan laut wilayah / teritorial 
Indonesia, dan bukan wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 
(ZEEI); 
d. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan saksi pidana 
denda tanpa menjatuhkan pidana penjara merupakan kesalahan dalam 
menerapkan hukum. Sebab kapal asing berkebangsaan Thailand milik 
Terdakwa tersebut bukan melakukan pelanggaran di wilayah ZEEI, 
melainkan telah memasuki dan melakukan tindak pidana perikanan yaitu 
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melakukan penangkapan di perairan atau laut wilayah teritorial atau 
wilayah perikanan nasional sehingga tidak diberlakukan ketentuan 
UNCLOS tahun 1982 dan ketentuan Pasal 102 jo. Pasal 5 UU Nomor 31 
Tahun 2004 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 
2009; 
e. Bahwa perbuatan dan kesalahan Terdakwa adalah kapal motor KM 
Bintang Laut IX yang Terdakwa nahkodai memasuki wilayah perairan 
teritorial Indonesia tidak mengibarkan bendera kebangsaan Thailand 
melainkan bendera Indonesia, kapal motor KM Bintang tidak memiliki 
dokumen atau surat berupa : Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat 
Ijin Usaha Perikanan (SIUP), serta beberapa dokumen penting lainnya, 
Terdakwa juga menggunakan pukat Trawl dalam menangkap ikan; 
 
B. Pembahasan 
1. Kesesuaian Alasan Kasasi Mengabaikan Keterangan Ahli tidak 
menjatuhkan pidana penjara terhadap Warga Negara Asing (WNA) 
dalam Tindak Pidana dibidang Perikanan dengan Pasal 184 ayat (1) 
huruf b KUHAP jo Pasal 102 jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang - 
Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah ditambah dan 
diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang 
Perikanan. 
Alasan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah sebagai berikut: 
a. Bahwa akta pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi tersebut kami 
terima pada tanggal 14 Agustus 2014, permohonan Kasasi dari kami 
Jaksa/ Penuntut Umum pada perkara Terdakwa tersebut telah kami 
nyatakan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lhoksuokon pada tanggal 
25 Agusutus 2014 dan tercatat dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 
08/Akta.Pid/2014/PN-LSK, sehingga dengan demikian permohonan 
Kasasi ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang 
dimaksud dalam Undang-undang (Pasal 245 ayat (1) KUHAP). Juga 
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memori kasasi ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri 
Lhoksukon sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh 
Undang-undang (Pasal 248 ayat (1) KUHAP); 
b. Bahwa alasan permohonan kasasi yang diwajibkan pada setiap 
permohonan kasasi diisyaratkan agar memuat alasan permohonan 
sebagaimana rumusan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yaitu Mahkamah 
Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksudkan dalam 
Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan: 
1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau 
diterapkan tidak semestinya; 
2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut 
ketentuan Undang-undang; 
3) Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya; 
c. Bahwa alasan permohonan kasasi selanjutnya juga diatur dalam Pasal 
3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 
2004, yaitu Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan 
Putusan atau Penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan 
peradilan karena: 
1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; 
2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; 
3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan 
perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan 
batalnya putusan yang bersangkutan; 
d. Bahwa selain dari alasan-alasan kasasi yang dirumuskan Pasal 253 
ayat (1) KUHAP dan/atau Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 
Tahun 2004 tersebut di atas, berdasarkan kenyataan banyak putusan 
Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Negeri yang dibatalkan Mahkamah 
Agung. Terlepas dari alasan/ keberatan kasasi yang diajukan 
permohonan kasasi, hal itu antara lain karena salah menerapkan hukum 
45 
 
 
 
/ alasan sendiri. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 32 ayat (1) 
Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, 
yaitu : Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap 
penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam 
menjalankan kekuasaan kehakiman; 
e. Bahwa kami sependapat dengan Dr. Laden Marpaung, SH yang 
berpendapat bahwa pada kenyataannya ada 4 (empat) alasan 
Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yakni: 
1) Salah menerapkan hukum/ kekeliruan menerapkan hukum yang 
pada rumusan perundang-undangan dimuat atau menerapkan 
hukum tidak sebagaiman mestinya; 
2) Dengan alasan sendiri pada hakikatnya Mahkamah Agung 
menyatakan “dengan alasan sendiri”, karena bertentangan dengan 
kebenaran/ kenyataan yang terungkap di persidangan, yang oleh 
hakim khilaf mempertimbangkan hal tersebut; 
3) Melampaui kewenangan; 
4) Tidak cukup dipertimbangkan karena seksama mempertimbangkan 
fakta/ data/bukti yang telah terungkap di persidangan;(Dr. Laden 
Marpaung, S.H. Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan 
Kembali Perkara Pidana, Sinar Grafika, Cetakan ke-2, 2004, 
Jakarta, hal.29-30); 
f. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 
150/PID/2014/PT-BNA tanggal 08 Agustus 2014 dimana di dalam 
putusan tersebut telah menganulir putusan Pengadilan Negeri 
Lhoksukon Nomor 121/Pid.Sus/2014/PN-Lsk tanggal 07 Juli 2014 
dimana Putusan tersebut menyatakan Terdakwa bersalah akan tetapi 
dalam putusannya tidak dikenakan pidana badan yang berupa pidana 
penjara akan tetapi dikenakan pidana denda sehingga menimbulkan 
akibat hukum yaitu status hukum terhadap tindak pidana yang 
dilakukan oleh Terdakwa. Hal ini dapat menjadi salah satu alasan 
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untuk Penuntut Umum melakukan kasasi yaitu suatu Putusan yang 
diluar ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP sesuai dengan Putusan 
Mahkamah Agung No : 864/K/PID/1986 yaitu “Apabila dalam 
peraturan yang bersangkutan terdapat hak-hak yang bertentangan, 
maka hal itu dapat dijadikan alasan kasasi. Dari hal-hal tersebut di atas 
Pengadilan Tinggi Banda Aceh suatu peraturan hukum tidak 
diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya; 
g. Selain itu, permohonan kasasi ini juga berdasarkan putusan Mahkamah 
Agung Nomor 652.K/Pid/1980 yang membenarkan keberatan Jaksa 
yang keberatan atas pemidanaan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi, 
dimana Mahkamah Agung RI sependapat dengan Penuntut Umum 
yang menyatakan dakwaan Penuntut Umum terbukti dan menghukum 
Terdakwa. 
 
Saksi Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah FANI AL BIRUNI, 
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
a. Bahwa Ahli diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang 
dilakukan oleh Anggota TNI AL LANAL LHOKSEUMAWE. 
b. Bahwa KM BINTANG LAUT IX yang ditangkap tersebut tidak 
memiliki SIUP dan SIPI. 
c. Bahwa KM. BINTANG LAUT IX yang ditangkap tersebut berasal 
dari Negara Thailand dan tidak diperbolehkan melakukan 
penangkapan ikan dilaut teritorial Indonesia. 
d. Bahwa KM BINTANG LAUT IX dengan tidak memiliki SIUP dan 
SIPI melakukan penangkapan ikan dilaut teritorial Indonesia menurut 
AHLI adalah Kejahatan. 
e. Bahwa alat penangkap yang digunakan KM BINTANG LAUT IX 
adalah Pukat Trawl dan alat penangkap tersebut juga dilarang oleh 
pemerintah. 
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f. Bahwa kapal BINTANG LAUT IX pada tanggal 08 April 2014 
ditangkap pada posisi 05° 10’ 00” U - 097° 50’ 30” T dengan jarakn 
dari pantai 11,5 Mil dan masuk kedalam Laut teritorial Indonesia. 
g. Bahwa ahli membenarkan Keterangan yang diberikan dipenyidikan 
Sesuai keterangan yang telah diberikan oleh ahli dikatakan bahwa 
Terdakwa berasal dari Negara Thailand dan tidak diperbolehkan melakukan 
penangkapan ikan dilaut teritorial Indonesia; Terdakwa menggunakan alat 
penangkap ikan yang dilarang oleh pemerintah; Terdakwa dikatakan terbukti 
melakukan kejahatan karena tidak memiliki SIUP dan SIPI tetapi melakukan 
penangkapan ikan dilaut teritorial Indonesia.  
Menilik pada Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP jo Pasal 102 jo Pasal 5 
ayat (1) huruf b Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana 
telah ditambah dan diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 45 Tahun 
2009 tentang Perikanan adalah sebagai berikut: 
Pasal 184 ayat (1) KUHAP secara tegas menunjuk keterangan ahli sebagai 
salah satu alat bukti yang sah, sebagaimana terlihat dalam rumusan Pasal 184 
ayat (1) KUHAP, di mana ditentukan bahwa alat bukti yang sah ialah: 
a. Keterangan saksi; 
b. Keterangan ahli; 
c. Surat; 
d. Petunjuk; 
e. Keterangan Terdakwa. 
Pasal 102 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah 
ditambah dan diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 
tentang Perikanan dikatakan bahwa: 
“Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak 
berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di 
wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada 
perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan 
pemerintah negara yang bersangkutan.” 
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Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 
sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 
45 Tahun 2009 tentang Perikanan dikatakan bahwa: 
“Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk 
penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:  
a. Perairan Indonesia;  
b. ZEEI; dan  
c. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang 
dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial 
di wilayah Republik Indonesia.” 
 
Melihat pada Pasal 184 ayat (1) huruf b secara tegas menunjuk keterangan 
ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah. Keterangan ahli tidak dapat 
diabaikan begitu saja karena keterangan ahli memiliki sifat yang berbeda 
dengan keterangan saksi. Oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa, 
“dalam hal kesaksian, Hakim harus yakin tentang kebenaran hal-hal yang 
dikemukakan oleh saksi, sedang dalam hal keahlian Hakim harus yakin 
tentang ketepatan pendapat yang dikemukakan oleh seorang ahli” (Wirjono 
Prodjodikoro, 1992:107). 
Seorang saksi mungkin saja tidak dapat mengingat secara sepenuhnya 
suatu peristiwa salah lihat, salah dengar, sampai kemungkinan berdusta untuk 
memberatkan atau sebaliknya melindungi suatu pihak. Keterangan ahli lebih 
bebas dari hal-hal semacam ini. Persoalan dalam keterangan ahli, 
sebagaimana yang dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro, adalah lebih 
berkenaan dengan ketepatan pendapat. Dengan demikian, keterangan ahli 
selayaknya tidak dapat dengan mudah dikesampingkan oleh Hakim. Apabila 
Hakim belum yakin, maka yang seharusnya dilakukan oleh Hakim adalah 
mendengarkan keterangan dari seorang ahli yang lain. 
Hal ini juga dikehendaki oleh KUHAP sebagaimana ditentukan dalam 
Pasal 180 KUHAP bahwa, 
a. Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang 
timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan 
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ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang 
berkepentingan. 
b. Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat 
hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang. 
c. Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan 
penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2). 
d. Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) 
dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda 
dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu. 
Menurut pendapat penulis, jika semua ahli memberikan keterangan yang 
sama, tidak ada alasan bagi Hakim untuk tidak menggunakan keterangan 
yang diberikan oleh para ahli tersebut. 
Dari uraian di atas terlihat satu segi lain, yaitu keterangan 1 (satu) orang 
ahli saja sudah cukup untuk 1 (satu) pokok masalah. Pengecualiannya, 
hanyalah apabila ada keberatan dari terdakwa atau penasehat hukumnya, atau 
Hakim masih belum yakin, barulah dimintakan keterangan yang lain lagi. Hal 
ini dapat diterima karena seorang ahli memberikan keterangan dengan 
dukungan ilmu pengetahuan yang dikuasainya. Dapat dianggap bahwa 
ketepatan keterangan seorang ahli merupakan ketepatan ilmu pengetahuan 
yang bersangkutan. 
Melihat pada Pasal 102 jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang - Undang RI 
Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan 
Undang - Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang tidak 
berlaku pemidanaan penjara adalah bagi yang terjadi di wilayah Perairan 
Indonesia; ZEEI; dan Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya 
yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di 
wilayah Republik Indonesia, serta kecuali telah ada perjanjian antara 
Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang 
bersangkutan. Sedangkan Terdakwa TAI UT BIN WIK CAI Warga Negara 
Asing asal Thailand selaku nahkoda Kapal KM Bintang IX telah memasuki 
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dan melakukan tindak pidana perikanan yaitu melakukan penangkapan di 
perairan atau laut wilayah teritorial atau wilayah perikanan nasional sehingga 
tidak diberlakukan ketentuan UNCLOS tahun 1982 dan ketentuan Pasal 102 
jo. Pasal 5 UU Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah Undang-Undang 
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. 
Mengenai penjatuhan pidana denda sebanyak Rp1.500.000.000,00 (satu 
milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak 
dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan tanpa 
adanya pidana penjara terhadap Terdakwa dalam perkara dengan sengaja di 
wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha 
perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, 
pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP dan melihat dari 
tujuan pemidanaan yang telah dijabarkan tidaklah memberi efek jera dan rasa 
takut untuk melakukan tindak pidana tersebut dikemudian hari bagi 
Terdakwa dan pelaku lainnya. Selain meresahkan dan merugikan nelayan 
lokal, tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan 
Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, 
pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak 
memiliki SIUP dari segi keamanan dan kedaulatan negara dapat 
menimbulkan ancaman dan bahaya bagi bangsa dan negara karena berkaitan 
dengan kedaulatan negara. 
Mencermati ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP jo Pasal 102 jo 
Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 
sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang RI Nomor 
45 Tahun 2009 tentang Perikanan, maka dalam hal ini alasan kasasi 
mengabaikan Keterangan Ahli tidak menjatuhkan pidana penjara terhadap 
Warga Negara Asing (WNA) dalam Tindak Pidana dibidang Perikanan telah 
sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP jo Pasal 102 jo Pasal 5 ayat 
(1) huruf b Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah 
ditambah dan diubah dengan Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 
tentang Perikanan. 
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2. Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung Mengabulkan 
Permohonan Kasasi dan Menyatakan Terdakwa Bersalah dan 
Menjatuhkan Pidana Komulatif dibidang Perikanan dengan Pasal 51 
ayat (2) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 
Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 
Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 3 Tahun 
2009. 
Berdasarkan bahwa pertimbangan Hakim Mahkamah Agung adalah 
sebagai berikut: 
a. Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum, karena 
tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara 
yuridis. Perbuatan Terdakwa dengan sengaja di wilayah pengelolaan 
perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang 
penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran 
ikan dengan tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP); 
b. Bahwa Judex Facti / Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dalam 
hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana melanggar Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) jo. 
Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 
Perikanan, namun Judex Facti / Pengadilan Tinggi tidak menjatuhkan 
pidana penjara melainkan hanya menjatuhkan pidana denda sebesar 
Rp1,5 milyar dengan subsidair kurungan 6 bulan; 
c. Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa selaku Nahkoda 
kapal Motor Bintang Laut IX, jenis kapal berkebangsaan Thailand 
dengan menggunakan bendera Indonesia ditangkap petugas pada tanggal 
8 April 2014 di Perairan Teritorial Laut Indonesia pada posisi 05 010 '00" 
U - 0970 50' 30” T, dengan kata lain posisi kapal Terdakwa dari jarak 
pantai 11,5 mil masuk ke dalam laut teritorial lndonesia. Ini berarti kapal 
Terdakwa ditangkap di dalam kedaulatan perairan laut wilayah / teritorial 
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Indonesia, dan bukan wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 
(ZEEI); 
d. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan saksi pidana 
denda tanpa menjatuhkan pidana penjara merupakan kesalahan dalam 
menerapkan hukum. Sebab kapal asing berkebangsaan Thailand milik 
Terdakwa tersebut bukan melakukan pelanggaran di wilayah ZEEI, 
melainkan telah memasuki dan melakukan tindak pidana perikanan yaitu 
melakukan penangkapan di perairan atau laut wilayah teritorial atau 
wilayah perikanan nasional sehingga tidak diberlakukan ketentuan 
UNCLOS tahun 1982 dan ketentuan Pasal 102 jo. Pasal 5 UU Nomor 31 
Tahun 2004 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 
2009; 
e. Bahwa perbuatan dan kesalahan Terdakwa adalah kapal motor KM 
Bintang Laut IX yang Terdakwa nahkodai memasuki wilayah perairan 
teritorial Indonesia tidak mengibarkan bendera kebangsaan Thailand 
melainkan bendera Indonesia, kapal motor KM Bintang tidak memiliki 
dokumen atau surat berupa : Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat 
Ijin Usaha Perikanan (SIUP), serta beberapa dokumen penting lainnya, 
Terdakwa juga menggunakan pukat Trawl dalam menangkap ikan. 
Sifat hukuman pidana dibidang perikanan sebagian besar bersifat 
komulatif, baik ditujukan terhadap delik kejahatan maupun delik 
pelanggaran. Dalam hukum komulatif, pidana penjara dengan pidana denda 
diterapkan sekaligus. Dalam hal ini tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak 
menjatuhkan kedua pidana tersebut, juga hakim tidak dapat memilih salah 
satu hukuman untuk dijatuhkan, melainkan wajib menjatuhkan pidana pokok 
kedua-duanya. 
Hukuman yang berupa pidana penjara yang tinggi dan pidana denda yang 
berat terhadap pelaku pidana perikanan bertujuan agar menimbulkan efek 
jera. Pelaku yang terbukti bersalah selain wajib menjalani pidana penjara 
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bertahuntahun, juga wajib membayar denda kepada negara yang nilainya 
tidak sedikit. 
Menilik pada Pasal 51 ayat (2) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 
tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang - Undang 
Nomor 3 Tahun 2009 dikatakan bahwa: 
“Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi 
berdasarkan Pasal 30 huruf b, dan huruf c, maka Mahkamah Agung 
memutus sendiri perkara yang dimohonkan kasasi itu.” 
Pada Pasal 30 dijelaskan bahwa: 
“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan 
atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan 
Peradilan karena: 
a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;  
b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;  
c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan 
perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan 
batalnya putusan yang bersangkutan.” 
Berdasarkan Pasal 51 ayat (2) jo Pasal 30 huruf b Mahkamah Agung 
memutuskan untuk mengabulkan permohonan Kasasi dari Penuntut Umum 
dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 
150/Pid/2014/PT.BNA. karena menganggap Pengadilan Tinggi Banda Aceh 
salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Selain itu Mahkamah 
Agung juga mengadili sendiri dan menyatakan para Terdakwa terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di 
wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha 
perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, 
pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP. Menjatuhkan 
pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 
(dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu 
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milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti 
dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. 
Mencermati ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang - Undang Nomor 14 
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan 
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang - 
Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka dalam hal ini pertimbangan Mahkamah 
Agung mengabulkan permohonan kasasi dan menyatakan Terdakwa bersalah 
dan menjatuhkan pidana komulatif dibidang Perikanan telah sesuai dengan 
Pasal 51 ayat (2) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang 
Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 3 
Tahun 2009. 
Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana 
didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu 
kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman, dengan demikian 
Putusan Mahkamah Agung tersebut memberikan pidana komulatif yang 
menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan 
denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan 
apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 
(tiga) bulan. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan uraian dalam hasil penelitian dan pembahasan terhadap 
Putusan Mahkamah Agung Nomor 491 K/Pid.Sus/2015, maka diperoleh simpulan 
sebagai berikut: 
1. Alasan kasasi mengabaikan Keterangan Ahli tidak menjatuhkan pidana 
penjara terhadap Warga Negara Asing (WNA) dalam Tindak Pidana dibidang 
Perikanan telah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP jo Pasal 
102 jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 
sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang RI Nomor 
45 Tahun 2009 tentang Perikanan karena Keterangan Ahli adalah termasuk 
dalam alat bukti yang sah dan seharusnya tidak dapat dengan mudah 
dikesampingkan begitu saja oleh Hakim. Apabila Hakim belum yakin, maka 
yang seharusnya dilakukan oleh Hakim adalah mendengarkan keterangan dari 
seorang ahli yang lain. Hal ini juga sudah diatur dalam Pasal 180 ayat (2) 
KUHAP, serta Terdakwa jelas telah memasuki dan melakukan tindak pidana 
perikanan yaitu melakukan penangkapan di perairan atau laut wilayah 
teritorial atau wilayah perikanan nasional bukan ZEEI sehingga tidak 
diberlakukan ketentuan UNCLOS tahun 1982 dan ketentuan Pasal 102 jo. 
Pasal 5 UU Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah Undang-Undang 
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. 
2. Pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dan 
menyatakan Terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana komulatif dibidang 
perikanan telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) Undang - Undang Nomor 14 
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan 
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang - 
Undang Nomor 3 Tahun 2009 karena menganggap Judex Factie / Pengadilan 
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Tinggi Banda Aceh salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. 
Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh 
Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair. Oleh karena itu Mahkamah Agung 
memutuskan untuk mengabulkan permohonan Kasasi dari Penuntut Umum 
dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 
150/Pid/2014/PT.BNA. dengan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh 
karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan 
dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan 
apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 
(tiga) bulan. 
 
B. Saran 
Berdasarkan simpulan yang telah Penulis peroleh, maka Penulis dapat 
memberikan saran sebagai berikut: 
1. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus lebih mempertimbangkan alat-alat 
bukti yang ada dan memperhatikan dengan teliti apakah sudah sesuai dengan 
hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang ada di persidangan agar tidak 
terjadi kesalahan penerapan atau kelalalian dalam menerapkan hukum yang 
berlaku 
2. Hakim harus lebih mempertimbangkan dengan teliti fakta-fakta yang terdapat 
di persidangan sebelum menjatuhkan amar putusan. Hal ini wajib 
diperhatikan agar putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sesuai dengan 
kententuan hukum yang berlaku. 
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